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PERA'IURAN MENl'ERI KESEHt\TAN REPUBLIK INJX)NESIA 

i\XIDR : 26/MflN.KES./PEH./I/1981 

Tl::'. NIANG 

PENGELOLAA.N DAN PERIZJNAN AroTIK 

MF.Nff:RI KESB-fATAN RHPUBLTK INOONESIA, 

a. bahwa Apotik sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan perlu 

mengutrunakan kepentingan masyarak:at; 

b. bahw-a untuk mencapai tujuan dinnk:;,ud hUl·uf (a) perlu ditetapkan 

ketentuan tent;:mg pcngclolaun dan pcrizinan Apotik sebagai pela"k­

sanaan Pernturan Pemerintah t\b . 25 Tahun 1980 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemer intah No. 26 Ta.hun 1965 tentang Apotik. 

1. Undang-undang l'b. 9 Tahun 1960 tent ang Pokok-pokok Kesehatan . 
(Lembaran Negara Taht.L'1 l 960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara 

N,). 2068); 

2. Undang-undang f\b. 7 Tahun 1963 tentang Farnusi (Lembaran Negara 

Tahun 1963 No. 81, Ta.mhahan Lembaran Negara rt>. 2580); 

· 3. Um.1ang-undang f\b. 9 Tahun 1976 ten tang Narkotika (Lembaran Negara 

Tahun 1976 !'b. 37 , Tambahnn Lembaran 1\regara !\':}. 3086); 

4. lJndang-undang f\b. 6 Tahun 1963 tentani! Tenaga Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1963 It>. 79, Tambahan Lembaran Negara f\b. 2576); 

S. UnJang-undang Obat Keras (Stbl. Tahun 1949 No. 419); 

6. Undang-undang f\b. l8 Tahun 1959 tentang Penetapan llndang-undang 

Daruat No . 5 Tahun 1958 tentang Kedudtikan Hukum Apotik J»rurat; 

7. Pe~ turan Pemerintah f\b. 20 Tahun 1962 ten tang La fal Sumpall/ Janj i 

Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1962 !'{). 59) ; 

8. Peraturan Pemerintah f\b . 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran ljazah 

clan Pemherian Izin Menj a l ankan Pekerjaan fukter/Cbkter Gigi/ Apoteker 
(Lembaran ~gara Tahun 1964 l\O. 98, Tambahan Lerrbaran Negara J\b.2691); 

9. Pera.turan Pemerintah l\Q. 26 Tahun 1965 tentang Apotik jlUlCtO Peratur­

an Pemerintah I'b. 25 Tahun 1980 tentang Peruhahan Peraturan Pemerin­

tah .rb. 26 Tahun 1965 tentang AJ:X)tik (Lcmbara'n t-egara Tahun 1980 

rt). 40, Tambahari Lembaran Negara f\b. 3169); 

10. Peraturan ~ . _, ... 
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10. Peraturan Pemer:L"'ltah N:>. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasart Kegiatan Pegawai 
Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 N:>. 8, Tambahan Lem­
baran Negara No. 3021); · 

· 11. Keputusan Presiden l'b . 44 dan ~-b • .1.5 'Ts .. .hun J. 974 ten tang Pok<:>k-pokok dan 

Sustman Organisasi Departer.ien. 

HEMU T U SKA N 
PERATIJRAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDON'ES IA TENTANG PENGELOLAAN DAN PERrzr .. 
NAN .AroTIK. 

BAB I .. 

KETENT"JNJ UI' llJM 

Pasal 1 

Dalam pera turan ini yang dimaksud dengan 
a. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berhak melakukan pekerjaan kefannasian di Indonesia sebagai Apoteker; 

b. Surat Izin Pengelolaan Apotik atau SIPA adalah Surat Izin yang diberikan o­
leh Menteri kepada Apoteker untuk mengelola Apot:ik; 

c. Apoteker pengelola Apotik adalah Apoteker yang tela~ diberi izin oleh Menteri 

untuk mengelola Apotik di t empat tertentu; 

d. Apoteker Pendamping adal ah AIX>teker yang bekerja di Apotik di samping Apote­
ker Pengelola Apotik dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari 
bulr.a Apotik; 

e. Apoteker Supervisor adalah Apot eker yang t elah memiliki Surat Izin Pengelola­
an Apotik dan bertindak sebagai Apoteker l'engelola Apotik lain selama. Apote­
ker Pengelola Apotik yang hersangkutan berhalangan lebih dari 1 (satu) ha;i 
sampai dengan 3 (t iga) bulan; 

f. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Pengelola- · 
an Apotik clan bertindak sebagai Apoteker Pengelola di Apotik lain selarna Apo­
teker Pengelola Apotik berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 
2 (dua) tahun, yang tidak dapat merangkap sebagai Apoteker Pengelola Apotilc 
atau sebagai Apoteker Pendamping pad.a .Apotik l ain; 

g • .Asisten Apoteker Kepala adalah Asisten .Apoteker yang telah memperoleh Surat 
Izin dari Direktur Jenderal sebagai f-\Sisten Apoteker Kepala; 

h. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-tuldangan 
yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker; 

· i. Resep adalah pennintaan t ertulis kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk me­
nyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita .dari dokter, dokter gigi atau 
dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

j. Pengelolaan ••••••• 
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j. Pengelolaan Apotik adalah segala upaya dan ker;iata.n yang dilakukan oleh seo­

rang Apoteker Pengelola J\potik dalmn ran?,ka nemenuhi tugas clan fungsi apotik 
yang meliputi perencanaan, pengor;;anisasian, pelaksanaan, penr,awasan dan pe­

nilaian; 

k. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penp2wasan Obat dan ~1akanan; 

1. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

Pengelolaan Apotik meliputi 

BAB II 

PENGELOLAAN 
Pasal 2 

a. Bidang pelayanan kefannasian; 

b. Bidan material; 

c. Bidang administrasi dan keuangan; 

d. Bidang ketenagaan; 

e. Dan bidang laiIUlya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Apotik. 

Pasal 3 
Pengelolaan Apotik di bidang pelayanan kefarmasian meliputi : 
a. pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, 

penyirnpanan dan penyerai'lan obat atau bahan obat; 

b. pengadaan, penyimpanan, .penyaluran dan penyera.han perbekalan kesehatan di 
bidang fannasi lainnya; 

c. infonnasi mengenai perbekalan kesehatan di bidang fannasi. 

Pasal 4 

(1) Pcngelolaan informasi ya.~g dima.ksud pada pasal 3 huruf (c) meliputi : 
a. Pengelolaan infonnasi tentang obat clan perbekalan fannasi l aiMya 

yang diberikan bail< kepadn dokter dan tenr.1.ga. kesehatA.n lainnya maupun 
kepa.da masyarakat ; 

b. Pengarnatan dan pelaporan infonnasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya 

dan atau mutu obat dan perbakalan fannasi lainnya. 

(2) Infonnasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sernata-mata didasarkan pada 

kepentingan masyarakat. 

Pasal 5 
Apotik berkewaj iban menyediakan, menyi"!lpan clan menyalurkan perbekalan fannasi 
yang bernrutu bail< dan keabsahan terjamin. 
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Pasal 6 

Perbekalan fannasi yang disalurk~ oleh Apotik yans dimaksud · pada Pasal 5., 

· meliputi obat, bahan obat, obat asli Indoncsfa., bahan obat asli Indo·nesia, 

~at kesehatan, kosnetika dan sebagainya. . -

P~sal 7 
(1) Apotik dapat melakukan pembua tan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan. 

obat ·dan bahan obat untuk pelayanan r esep dokter, dokter gigi dan dokter 

hewan. 
. -

(2) Apotik da~t melakukan pernbu~tan, pengubahan bentuk, pence.rnpuran, . peracikan 

obat dan bamn obat untuk pelayanan langsung tanpa resep kh~us untuk obat 

bebas dan obat bebas terbatas. 

(3) Apotik dapat melakukan pembuatan, pengubahari bentuk, pencru!iptlran, peracikan 

obat dan b?.han obat untuk pelayanan lain sesuai denp:an ketentuan ~nmda~~ 

unlangan yang berlaku. 

Pasal 8 
Apotik dilarang menyalurkan barang clan ata.u menjual j asa yang tidak ada h1*>lDlg ... · 
annya dengan fungsi pelayanan kesehatan. 

Pasal 9 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Apotik di tetapkan oleh Direktur Jen­

deral. 

BAB III 

R E S E P 
Pasal 10 

(.1) Resep harus ditulis denP.;an j elas clan lcngr . .ap. 

(2) Ketentua~ mengenai rcsep dimaksud ay~t (1) pasnl ini ditetapkan oleh Henteri. 

Pasal 11 

Apotik harus menyerahkan obat kepada penderita sesuai denr,an yang tertulis dalam 
resep. 

Pasal 12 

(1) Apabila Apoteker menganggap bahwa <la.lam resep t er c'lr:lpat kekeliruan atau peru­

lisan resep yang tidak tepat , Apoteker harus memberitahukan kepada dokter 

penulis resep. 

(2) Apabila dalam hal dinnksud ayat (1)_ pasal ini, dokter ~rrulis resep t:etap pada 

peridiriannya, tanggung jawab sepenuhnya dipikul oleh dokter yang ber~angkutan. 

(3) Apa.bila Apoteker menganggnp pada resep terdapat kekeliruan yang berbahaya 

clan tidak dapat menghubungi dokter penulis resep, penyerahan obat dapat di­

tunda. 



- 5 

Pasal 13 
(1) Salinan resep harus ditandatangani atau diparaf oleh Apoteker. 

(2) Resep harus dirahasin.kan dan disimpan di Apotik doogan baik dalam jangka . . . 

waktu 3 (tiga) tahtm. 

(3) Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkc'Ul kepada dOkter penulis 

resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan, petugas 
. . 

kesehatan a tau · petugas lair. yan;1 berweru:mg menurut pera.turan penmdang-: 

tmdangan yang berlaku. 

DAB n.r 
PENAND AAN 

Pasal 14 

Penandaan untuk obat dan bahan obat yang disimpan clalam persediaan di Apotik, 

yang diserahkan. atas dasar resep dokter, doktcr giqi, dokt0r hewan _atau atas 

dasar peri>elian lruio,sung di~etapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 15 

Tand.a khusus dan pcnyimpar1,.:m N~rkotika, racun, oba.t berdosis maksinn.ln dan radio 

fannasi clalam persediaan di /\potik harus iremenuhi ketentuan yang tercantun da· 

lam Farma.kope Indonesia ejisi terbaru d"!n ketentu.:-m lain yanf; ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

BAB V 

WAK1U KERJA 

Pasal 16 

A{ntilC dibulca tiap hari dari j~1 8.00 sampai jrun 22.00 

Pasal 17 

(1) AJ;otilc ~p:1t ditutt..tp pacla h::lri-ho.ri libur resmi. 

(2) _Selain pacia hari libur. resmi <limaksud ayat (1) pasal ini, AJ:X>tik dapat di­

tutup pada hari libur yang berdasarkan pacfa ngam-'.l atau kepercayaan .ApOteker 

. Pengelola Ap:>tik; setelah mendapat persetujuan da.ri Kepala Kantor Wilayah 

Departeren Kesehatan setempat a.tau Pejabat lain yang diberi wewenanp. olehnya. 

(3) Kepala Kantor Wilayah n::partemen Kesehatan setempat atau Pejabat yang diberi 

~ olehnya dapat reng-dtur waktu buka Apotik di luar jam buka yang di· 

maksud pada pasal 16 dan pada hari libur yang dimaksud -pada ayat (1) dan 

(2) ~ ini dengan memperhatikan kepentinRan masyarakat wituk memperoleh 

obat yang diperlukan, dan dapat pula melakukan renyirnpangan dari waktu buka 
yang dimaksud pada pasal 16. 

BAB. VI 

PENANGGU?\G JAWAB 

Pasal 18 
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(2) Apabila .Ap:Jteker Pengelola fi.JX'tik berhalangan melakukan tugasnya pada hari• 

hari buka AJx>tik, ia dapat <ligantikan oleh Apoteker Pendamping. 

(3) Apabila tidak terdapat .1\p)teker Pendamping -dimaksu<l ayat (2) pasal ini, .Ap:>­

teker Pengelola AJx>tik pada jam-jam tertentu pa.da h.ari buka Apotik diganti­

kan oleh Asisten /\poteker Kepala. 

(4) Apabila Apoteker. Pengelnla Ap-Jtik berhalan_qan ioolakukan tugasnya dalam jangka 

waktu lebih dari 1 (satu) hari terus-rnenerus sampai 3 (tina) bulan, Apoteker 

Pengelola Pengclola ApJtik digruitikan oleh .Ap:>teker Sipe~isor. 

(5) Apoteker Supervisor diJMksud ayat (4) pasal ini harus mernililci SUrat Izin 

Pengelolaan Apotik dan <la.pat berupa Apoteker Pengelola Apotik pada salah sa­

tu AJxltik lain. 

(6) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukc'ln tuga:;nya lebih dari 

3 (tiga) bulan terus-menerus srucrpai dengan 2 (dua) tahmi, Apoteker Penp,elola ­
Apotik harus digantikan oleh Apotoker Pengganti, yang tidak merangrJip -sebagai 

.ApJteker Pengelola Ap'.)tik at.l!.u sebagai Apotcker Pendarrping pada Apotik lain. 

(7) Peng~antian Apoteker Pengelola lqJOtik dnnaksud riada ayat (2), (3), (4) dan 

(6) lXlsa1 ini harus <lilap:>rk311 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Ke~e­

hatan setempat clan D~rektur .Jenderal. 

(8) Tiap penggantian dimaksud ayat (6) pasal ini harus mendapat persetujuan Kepa­

la ICantor Wilayah Departemen Kesehatan setemrat atau pcjabat lain yang di­

_beri wewenang oleh~ya. 

(9) Apabila 'J\poteker Pengelola Arotik berhalangan relakuk:'lil tup,asnha lebih dari 

Z (dua) tahun terus•menerus, surat iz:in pen!~elole.an Apotik atas naJl_I\ Apoteker 

bersanglOJtan dinyatakan batil ~· kecuali ~pr1bifa. dialihkan kepada. Apoteker 

lain yang mefuiliki sUrat IzL~ Pengelolaan Apotik. 

Pasal 19 

.(1) _Apoteker Pendamping yang dimaksud p~da ayat (2) clan AµJteker &qx?tvisor yang 

d:imrucsoo pada ayat (4) pasal 18 bertang~~ j1wab atas ~lnksanaan tugas pe­

ngelolaan di bidang .pelayanan kcfannasian selruna yanB bersangkutan bertugas 

meng_P,antikan ApJteker Pengelola A1ntik. 

(2) Asisten Apoteker Kepala yang diJMksud pada ayat (3) pasal 18 ~'er~gung ja­

~ atas pelaksanaan tugas pemr,elolaan di bid.an~ ~layanan kefannasian de­

ngan pembatasan tertentu yanp, ditetapkan oleh Direktur Jenderal selama yang 
bersangkutan bertugas mengp,antikan Apoteker Pengelola Ar()tik. 

Pasal 20 

(1) Asisten Apoteker melakukan pekerjaan kefa.rrnasian rii AµJtik di bawah pengawas­

an Apoteker Pengelola f'.pJtik. 
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(3) Apoteker Pengelola Apotik teta.p ikut bertanggung jawab ata.s ke,salahan Asisten Apoteker 

yang dimaksud ayat (i) pasal ini, kecuali kesalahan tersebut jelas tidak disebabkan 

oleh kelalaiannya aUiu ia tidak ~t berpera..-ri membantu terjadinya kesalahan tersebut. 

Pasal 21 

(1) Sesuai dengan· tugas dan fungsi Apotik sebagai terapat-pengabd:i.an profesi seorang A[xJ· 

teker, penentuan harga perbekalan fannasi yang ~isalurkan tidak boleh didasarkan atas 

perhitllllgan komersial semata-mata • . 

(2) Ketentuan mengenai pedoman penentuan harga perbekalan fal'.JMSi dan jasa profesi di A[xJ­

tik ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

BAB VII 

PERSYARATAN APOTIK 
Pasal 22 

Persyaratan AJ)otik meliputi lokasi, ba.i"1gunani perlengkapan Apotik, perbekalan fannasi clan 

tenaga kesehatan, harus menlDljang penyebar~m dan pernerataan pelayanan kesehatan kepada ma- · 

masyarakat, t.anpa mengurangi mutu pelayanan. 

Pasal 23 

Persyaratan Apotik diinaksud pasal 22 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

BAB VIII 

PERIZINAN 
Pasal 24 · 

(1) Izin Apotik pada temp.tt tertentu diberikan oleh Mente:ri kepada Apoteker pemilik Surat 

Izin Pengelolaan Apotik (SIPA). 

(2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada .Apoteker pemhon,.setelah 

memeruhi persyaratan sebagai berikut : 

:i. Tidak merangkap bekerja pad.a perusahaan famasi l~in; 

b. Haros bertempat tinggal dalarn jarak tertl'3ntu yang menamgkinkannya melaksanakan 

tugas sehari-ha.ri sebag~i Apoteker Pengelola Apotik; 

c. Tidak terikat pada suatu kewaj iban lain, sehingga tidak memungkinkannya melaksana­

kan tugas sebagai Apoteker Pengelola Apotik; 

d. Kepada. Apoteker ~gawai Negeri, Ang'Y..atan Bersenjata Republik Indonesia dan .Apoteker 

yang bekerja pada instansi Pemer intah lainnya harus nendapatkan izin atasamya se­
suai dengan ketentuan peraturan perunda.rig-undangan yang beriaku. 

(3) Izin yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diper­

panjang. 

Pasal 25 

(1) Untuk memperoleh izin Apotik di.'mksud pada pasal 24 harus memenuhi ketentuan persyarat­

. an dimaksud pasal 22. 
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(2) Ba.ngunan, perlengkapan Ap:Jtik d-:m a.tau sarann Apotik lain dinr:lk:sud µisal 22 dapat 

JPerupakan Jtlilik Apoteker sendiri dan c1.tau milik pi.l1ak lain. 

(3) Bagi A?)tik yang diselenp;garakan oleh Perusahaan milik Negara yang ditunjuk, Lem· 
baga/Instansi Pel.ayanan Kesehatan Pe.merintah at."1.u Rumah. Sakit, bangunan, perleng­

kapan Apotik, perbekalan fannasi nan tCila!'.3 yang dilnaksud pasal 22 merupakan milik 

Perusa.iaan Milik Negara, Lcmbaga/Instan-5i Pelayanan Kesehatan Pernerintnh atau Ru­

·mah Sakit yang bersangkutan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai perizinan Apotik <litetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 26 

(1) &lrat Izin l't!-r·:~~;..,1~an Arotil: Uri.PA) dib::-rikan oleh >rented. kepa.da seorang Ap:>teker 
setelah memenuhi ketentrnm sebagni berikut : 

a. Ijazalmya telah ter<laft~r r.adu Departemen Kesehatan; 

. b. Telah mengucapkan sumpa.h/janji seba.gai Ainteker; 

c. Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri; 

_d . ~-i?~nuhi syarat-sya.rat Kc.sehntrin fisik clan mental tmtuk meln.ksanakan 
tugasnya sebagai Apoteker; 

·e~ Memiliki pengetahuan da."'l ketrampilan pen~elolaan Ap:')tik. 

(2) Ketentuan yang dimaksud ayat (1) huruf (d) pasal ini ±m tata cara penoohonan Surat 
Izin . Pengelolaari Apoti.k ditethpk-1.n cleh Direlctur Jenderal. 

Pasal 27" 

Surat Izin )"81\q, diinaksu..rl pa• :-.. 1 26 berl~.k-u 5elarn:i S (l:i.ma) tahl.Ul d8n dapat diperpanjang. 

Pasal 28 

Pencabutan· Stn-at Izin Pengelolaan . ;'.\.potik dan Surat Izi.11 Arutik <liatur · 1ebih lanjut de­

ngan Surat K~tusan Menteri. 

BAB lX 

PENGAWASAN 

Pasal 29 

•' 

Pejabat Departemen Kesehatan yaT\g diberi wewenang dapat memeriksa Apotik pada jam kerja 

Ap:>tik. 

Pasal 30 

(1) Pemeriksaan yang dimaksud p~sal 29 meliruti pe~riksaan seluruh ruangan Apotik, 

perlengkapan, persedia..1n obat-obatan dan perbek-'llan fannasi lainnf.i serta adminis- . 
trasi peng~daan, penyimpanan clan penyalurannya r4"Ul lain-lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara penierilcsaan Apotik da.11 tindak lanjut ha$il pemeriksarot ditetapkan oleh 
~ . .. . 

Direktul' Jenderal. . , 
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BAB X 
SANKS! 

P(lsal 31 

j 

Penyimpangan dan atau pelanggar9.Zl terhadap ketentua .. '1. !1t?:raturan :ini, dapat dikenakan 

tindakan. administratif dan a tau tindakc-w lainnyn berdasarkan pera.turan perundang-tm­

dangan yang berlaku. 

BAB XI 

KE'H:NTU"1'l PE!~i\Llli.AN 

Pasal 32 
(1) I~in .\'"X)tiJc yanR telah d.iberikan sebelum rJCraturan. ird dikeluarlom., berakhir selam-

be.t .. l~.mhatnya pada tanggal 14 .Juli 1983. 

(2) Apabila Apot:ik yang dimaksud a.yat (1) pasal ini akan meneruskan usahanya, harus 

rnemenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan ini. 
j 

(3) Tata cara peralihan tugas . dan tanggung jawab pengelolaan Apoti.k ditctapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

Pasal. 33 

.Asisten Apoteker yang telah mengusahakan Apotik sebeh1u Peraturan ~rintah N::>. 25 

Tahun 1980 tentang Perub~a."l at.a.s i>eraturan Pemerintah NJ. 26 Tahtm 1965 tentang Apo­
; 

tile diundangkan, penye
1
suaiannya ditctapkm oleh Menteri. 

Hal-hal la1:n yang bersifat tehnis yang c-eh;rn dan belum cu.kup diatur dalam pe~tura..Tl 
i . 

ini akan diatur ,.oleh Direktur Jen·ieral. 

BAB XII 

Pasal 35 

Peraturcm Menteri ini rulai ·be!·lc1ku sejak t.angga.l dit.~tapk:an. 

Agar ~etiap orang mengetahuinya, memerintal-J.:111 pengun.ianga>.1 Peraturan Men.tcri ini de­
ngan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indo;nesia. 

JAKARTA 
21 Januari 1981 


